
BUPATILUWUUTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN 
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM APBD DITETAPKAN DAN 

DITEMPATKAN DALAM LEMBARAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

- Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu 
diatur pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan 
belanja yang bersifat wajib sebelum APBD ditetapkan dan 
ditempatkan dalam Jembaran daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran 
Kas untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat 
Wajib sebelum Ditetapkan dan Ditempatkan dalam Lembaran 
Daerah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN : 

_.\etapkan PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGELUARAN 
KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA 
YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM APBD DITETAPKAN DAN 
DITEMP ATKAN DALAM LEMBARAN DAERAH. 

Pasal 1 

Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara 
terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan 
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 
yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

PasaI 2 

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain 
pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban pihak 
ketiga. 
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Pasal 3 

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah 
Obyek Belanja Gaji clan Tunjangan, antara lain Gaji Pokok/Uang 
Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan [abatan, Tunjangan 
Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan 
PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji clan luran Kesehatan. 

Pasal 4 

Belanja Barang clan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah 
belanja rekening telepon, rekening air, rekening listrik, belanja premi 
asuransi clan perjalanan dinas. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal, 1, J,nu,,ri 2009 

Ditetapkan di Masarnba, 
pada tanggal, 1, J•nueri 2009 

4 BUPATI,r, 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA, 

H.A. CHAERUL P ANGERANG 
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